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PERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERSALAM,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

1.

pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat desa agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna, perlu didukung oleh organisasi dan
tata kerja pemerintah desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2} dan Pasal
26 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa Dersalam Nomor
2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera
Pemerintahan Desa Dersalam tidak sesuai lagi sehingga
perlu diganti;

. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor

141/068/2018 tentang Penetapan Klasifikasi Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Desa Dersalam
termasuk dalam klasifikasi Desa Swasembada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

" peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indones;

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nega;,a
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimang telaﬁ
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;-

5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 lentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
202);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);

. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/068/2018 tentang

Penetapan Klasifikasi Desa di Lingkungan Pemerin



Menetapkan
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Kabupaten Kudus;

Surat Camat Bac tanggal 9 Agustus Nomor 140/481/34.02
perihal  Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Dersalam tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Dersalam;

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam
tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 141.2/5/2018 tentang
Kesepukutan uatus Runcangan Peraturan Desa Dersalam
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 2018,

Dengan Kesepatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM

dan
KEPALA DESA DERSALAM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

SNSRI

10.

11.

Bupati adalah Bupati Kudus.
Kecamatan adalah Kecamatan Bae
Camat adalah Camat Bae

Desa adalah Desa Dersalam

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dersalam dibantu

perangkat Desa Dersalam sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah BPD Dersalam

Kepala Desa adalah Kepala Desa Dersalam

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu
sistem dalam kelembagaan Desa dalam pengaturan tugas
dan fungsi serta hubungan kerja.

Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja Pemerintah Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan



12,

13.

14

15,

16.
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mitra  Pemerintah Desa  dalam memberdayakan
masyarakat Desa setempat.

Staf Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang setelah
pcnataan organisasi tidak menduduki jabatan Kcpala
Seksi, Kepala Urusan, dan/atau Kepala Dusun, atau
seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosonganstaf
Perangkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Staf Bukan Perangkat Desa adalah seseorang yang
diangkat dan ditugasi Kepala Desa untuk membantu
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Desa
dan diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi adalah kerangka kerja formal
organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas
pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan
dikoordinasikan.

Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari
capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat
mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan
masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan
daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa.
Swasembada adalah tingkat perkembangan suatu desa
apabila total skor tingkat perkembangan desa yang dicapai
lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari skor maksimal,
yang ditentukan dari skor nilai profil desa pada Tahun
2017.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

A D@ MO 00 TP

kepastian hukum,;

tertib penyelenggaraanpemerintahan;
tertib kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;

efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan
partisipatif.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

8

(9)

(10)

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kepastian hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan Desa.

Yang  dimaksud dengan tertib penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan tertib kepentingan umum
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Yang dimaksud dengan keterbukaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan profesionalitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf [ adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan efektivitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil
mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan efisiensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf h adalah asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat
sesuai dengan rencana dan tujuan.

Yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah asas yang
menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus



(11)

(12)

(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(4)

&
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memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Desa.

Yang dimaksud dengan keberagaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf adg]ah asas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh
mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Yung dimaksud dengan purtisipatif s¢bagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf k adalah asas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan

Desa dan unsur masyarakat Desa.
Pasal 5

Dalam Peraturan Desa ini dibentuk Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa.

Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksu.d pada
ayat (1) disusun berdasarkan jenis klasifikasi desa

swasembada.

Berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Desa wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

Besaran organisasi Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Desa,;

b. Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan 3
(tdga) Urusan;

c. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 (tiga) Seksi; dan

d. Pelaksana Kewilayahan terdiri dari unsur kewilayahan
yang telah ada pada saat Peraturan Desa ini
ditetapkan.

Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri dari:

a. Urusan Tata Usaha dan Umum);

b. Urusan Keuangan; dan

¢. Urusan Perencanaan.

cSlf:ktsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri
ari:

a. Seksi Pemerintahan:

b. Seksi Kesejahteraan; dan

. Seksi Pelayanan.

Unsur kewilayahan yang telah ada di Des i

; a sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d berj
i (2) rjumlah 2 (Dua) Dusun,
a. Dusunl
b. Dusun II



Pasal 7

Bagan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI » WEWENANG, HAK,
DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 8

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Unluk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, serta
penataan dan pengelolaan wilayah.

b. melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan
sarana prasarana perdesaan, serta pembangunan
bidang pendidikan dan kesehatan.

€. pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat,
sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan
ketenagakerjaan.

d. pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas pembinaan,
fasilitasi, dan motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

€. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

C. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian
pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang
meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga,
Pemberdayaan Kesejahteraan  Keluarga, Karang
Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset
Dcsa,;

mecngusulkan rancangan peraturan Desa kepada
Badan Permusyawaratan Desa,

mengusulkan APBDesa kepada Badan
Permusyawaratan Desa;

menetapkan peraturan Desa dan peraturan Kepala
Desa;

menetapkan APBDesa;

membina kehidupan masyarakat Desa,

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa,

mengembangkan sumber pendapatan Desa,
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
Desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna,

mengoordinasikan  pembangunan Desa secara
partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Kepala Desa mempunyai hak:

a. mengusulkan struklur organisasi dan Lala kerja pemerintah
desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan
keschatan,

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban
lainnya kepada perangkat desa.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

a,

b.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara  keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;



(2)

(1)

(3)

(4)
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c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

desa,

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan,;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan
gender;

f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,
bersih serta bebus dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa
yang baik;

i. mengelola keuangan dan aset desa,;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa;

. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat desa,;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa,

0. mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa selap akhir tahun anggaran kepada Bupal,

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap
akhir tahun anggaran;

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis
kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a,
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b,
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat
S (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢
diberikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.

Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara
tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf d, dapat berupa selebaran yang
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ditempelkan pada papan pengumuman desa atau pada

mecdia cctak lainnya.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

IF;erangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
esa.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 13

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu
olech unsur staf sekretariat yang terdiri atas urusan-
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 14

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan
ekspedisi.

b. pelaksanaan wurusan umum  seperti penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.

c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa
lainnya.

d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

11

Pasal 15

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakuan tugas sebagaimuana dimuaksud pada

ayat (1)

a. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai
fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yang
meliputitata naskah, administrasi surat-menyurat,
arsip, dan ckspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa
dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan mempunyai fungsi
melaksanakan urusan keuangan yang meliputi
pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan  pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

c. Kepala wurusan perencanaan mempunyai fungsi
mengoordinasikan urusan perencanaan yang meliputi
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 16

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) huruf ¢ merupakan unsur pembantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional, yang terdiri atas 3
(tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana,

yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi
melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
maselah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
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masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

b. Kepala scksi kesejahteraan mempunyai  fungsi
melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan, pembangunan  bidang  pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,
olahragy, dan karang taruns.

c. Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap
pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian  nilai  sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 18

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun
dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.

Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasya-
rakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),Kepala Dusun memiliki fungsi:

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan
upaya perlindungan masyarakat, mobilitas
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

c. pengawasan pembinaan kemasyarakatan dalam
meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat
dalam menjaga lingkungannya.

d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
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Dalam penyclc-nggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa
menerapkanprinsip koordinasi dan sinkronisasi atas
kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

Pasal 20

Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung
Jawab kepada Kepala Desa.

Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui
Sekretaris Desa.

Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung
jawab kepada Sekretaris Desa.

BAB VI
PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Desa ini, Kepala Desa
melakukan penataan jabatan Perangkat Desa dengan
memperhatikan aspek kinerja dan kemampuan manajerial
Perangkat Desa yang bersangkutan.

Penataan jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk
menjamin efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi
Pemerintah Desa.

Penataan jabatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui
penempatan dalam jabatan baru pada semua jabatan
Perangkat Desakecuali jabatan Sekretaris Desa.

Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil
penataan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat
Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dirna]_{sud
dalam Pasal 21 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme

sebagal berikul:

a.

Kepala Desa melakukan konsultasi dan meminta
rekomendasi tertulis kepada Camat mengenai rencana
pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa secara
tertulis dengan menyebutkan rencana penataan personil
dalam jabatan; .

Rencana penataan personil dalam jabatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a mendasarkan hasil uji kompetensi
yang dilakukan Kepala Desa dan pertimbangan objektif
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lainnya yang meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja,
dan pengalaman,;

c. rekomendasi Camat secbagaimana dimaksud pada huruf a
dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam rangka
penempatan dan pengangkatan Perangkat Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
STAF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Staf terdiri dari:
a. Staf Perangkat Desa; dan
b. Staf Bukan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Staf Perangkat Desa

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Kepala Urusan, Kepala Seksi,
atau Kepala Dusun tidak dibantu Staf.

Bagian Ketiga
Staf Bukan Perangkat Desa

Pasal 25

(1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, Kepala Desa dapat mengangkat Staf Bukan
Perangkat Desa.

(2) Staf Bukan Perangkat Desa di Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. tenaga administrasi Desa; dan
b. modin.

(3) Pengisian Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari proses
pengisian Perangkat Desa.

(4) Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, dan
dapat melaksanakan tugas sampai dengan usia 50 (lima
puluh) tahun.

(5) Staf Bukan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.

(6) Staf Bukan Perangkat Desa diberikan honorarium dan
dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan
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keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam hal Perangkat Desa melaksanakan tugas-tugas Staf
Bukan Perangkat Desa, tidak diberikan honorarium Staf
Bukan Perangkat Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Pelaksanaan mutasi bagi Sekretaris Desa yang berstatus

Pegawai Negeri Sipil, dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa dapat mengajukan mutasi sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Kepala Desa dapat mengusulkan mutasi bagi
Sekretaris Desa yang bersangkutan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan atau pengusulan mutasi bagi Sekretaris Desa
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 27

Guna mendukung kelancaran tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan
masyarakat, Kepala Desa dapat menugaskan/mengangkat

personil lain sesuai kewenangan desa berdasarkan hak
asalusul.

Penugasan/pengangkatan personil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas.

Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan
honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai
dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeni Sipil tetap

melaksanakan tugas sampai habis
dengan Keputusan pengangkatannya.

masa tugasnya sesuail



16
BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa
Dersalam Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa
Dersa}am Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Dersalam

Di 1 Dersalam

Diundangkan di Dersalam
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DESA gsmm,
—— N
MRTO

LEMBARAN DESA DERSALAM TAHUN 2018 NOMOR 3




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

M———_—__

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERSALAM
NOMOR : 141.2/ 4 / 2018

TENTANG

KESEPABKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM

tahan,

lenimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerin
dan

pembangunan, pembinaankemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat desa agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna, perlu didukung oleh organisasi dan
tata kerja pemerintah desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal
26 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah
Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa
Dersalam Nomor ... Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa Dersalam tidak sesuai lagi

sehingga perlu diganti;

bahwa dengan ditetapkannnya Keputusan Bupati Nomor
141/068/2018 tentang Penetapan Klasifikasi Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Desa
Dersalam termasuk dalam Klasifikasi Desa Swasembada;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menectapkan Peraturan Desa;

- . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
ngingat : 1. pembentukan  Dacrah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
*  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

[ndonesia Nomor 5495);



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tghun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcrn.baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana
telah dmubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
202);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentan
Perubahan atas Peraturan Daerah s
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ped
Organisasi dan Tata Kerja Pemeri
Daerah Kabupaten Kudus Lembaran
6);



Mempc I‘hﬁﬁk&n

Menctapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Hasil Rapat Bersama antara Pemerintah Desa Dersalam
dengan Badan Permusyawaratan Desa Dersalam
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada hari Jumat,
tanggal 27 Juli 2018 membahas tentang Kesepakatan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam.

MEMUTUSKAN :

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang

Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Dersalam.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Dersalam
sebagai dasar penetapan Rancangan Paraturan Desa

Dersalam tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Dersalam menjadi Peraturan Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dersalam
Pada tanggal 1 27 Juli 2018

TRISNO SUYANTO,SH




RISALAH / NOTULEN

HASIL RAPAT BERSAMA MEMBAHAS
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juli Tahun Dua Ribu
Dclapan  Belas, bertempat di

Balai Desa Dersalam,Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus telah dilaksanakan Rapat bersama antara Pemerintah
Desa dengan BPD Dersalam membahas Rancangan Kesepakatan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam, dengan hasil sebagai berikut :

Pokok-pokok persetujuan Rancangan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Dersalam sebagai berikut :

Kepala Desa

: Se Gunawan W.W.
Sekretaris Desa

:! unarto
Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum : Mana Susanti
Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Seksi Pemerintahan : Widyawati

Kepala Seksi Kesejahteraan : Achmad Said Sa’di
Kepala Seksi Pelayanan : Sri Aesiyah
Kepala Dusun I : Sutopo

Kepala Dusun i : Wiji Saputro

Demikian Risalah / Notulen Rapat bersama mambahas Kesepakatan
Rancangan Peraturan Desa Dersalam Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa Dersalam ,untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen Rapat
Sekretaris B¥D Dersalam

SUNOTO, SH
Mengetahui

Pimpinan Rapat
A T ,|- AN DESA DERSALAM

TRISNO SUYANTO,SH




Hari/Tanggal

DAFTAR HADIR

dumat S 27 Juli 2018

 Bulii Desu Dersulum

Tempul
Acara : Pembahasan Ranperdes O1K 1ahun 2018
"NO NAMA "JABATAN | ALAMAT | TANBA TANGAN
;-}—]_ Setva Gunawan W.W. | Kepula Desu i Dersalam RT 3 il 2} ; i
: I RW 4 | ——]
[2 Junarto Sekretaris Dersalam RT 3%
i Desa RW 4 —
i_f | Widyawati Kaur Dersalam RT 5 % cﬁﬂ/{' |
i__ Kcuangan RW 4 | R
L d Maria Susanti Kaur Umum | Dersalam RT 3
| | RW 4
[.? Sri Aesivah 1 Kaur PEP | Dersalam RT 1
| | | RW 3
6 Wiji Saputro | Kasi Dersalam R1 3
| Pemerintahan | RW S
7 Sutopo 1 Kasi PPMD | Dersalam RT 3
_ 1 ' RW 3
[ 8 Achmad Said Sa’di Kasi Kesra ! Dersalam RT §
[ | RW 4
19 Trisno Suyanto, SH | KetuaBPD | Dersalam RT |
RW 2
10 Yuliyanto, SE I Wk. Ketua Dersalam R1 |
,! : BPD | Rw 4
11 | Sunoto. SH | Sekretaris | Dersalam RT3
| | | BPD | RW 1
12 Laksono Purnomo | Anggota BPD | Dersalam RT 6
* | RW 1
13 M. Ruslin Anggota BPD | Dersalum Ri 2
e ., RW 2
14 | Rumadi Anggota BPD | Dersalam RT 1
L Rw3
15 Agus Riska Imawan | Anggota BPD | Dersalam RT 1
| {RW 4
16 | Edris i Anggota BPD | Dersalam RT |
{ RW S
|17 | Abid Musafa’ "Anggota BPD | Dersalam RT 1
RW 5




PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE

JLK
udus Colo Km, § Telp. (0291) 430010 KUDUS 59352

__---——‘_—-—n

' Kudus, 9 Agustus 2018
MOR 140/ 431/34 02
NONT . SEGERA Kepada
MPIRAN  © 1 (satu) bendel Yth. KEPALA DESA DERSALAM
PER'HAL © Hasil Evaluasl Rancangan KECAMATAN BAE
Peraturan Desa Dersalam di-

tentang Organisasi dan Ta
{ t
Pemerintah Desa Dersaiam:‘l e

KUDUS

_ Menunjuk Surat Saudara tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 148/15/2018
perihal Mohon Evaluasj Rancangan Perdes tentang OTK Pemdes Dersalam.

Berdasarkan Ketentuan pasal 26 huruf g Peraturan Bupati Kudus

Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

bahwa Rancangan Peraturan Desa yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf g, harus

mendapatkan evaluasi dari Camat atas nama Bupati sebelum ditetapkan menjadi

Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersama

ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,

sebagaimana terlampir dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai
berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Dersalam tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dersalam berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana terlampir paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
diterimanya surat ini.

2 Setelah Peraturan Desa ditetapkan, Kepala Desa agar segera melakukan
penataan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

TEugysa -

) Bupatj Kudus (sebagai laporan) .
3 7.rala Dinas PMD Kab. Kudus ;
4 ko Asistensi Kec. Bae ;

®tua BPD Desa Dersalam.




LAMPIRAN

Surat Camat Bae Nomor 140/481/34.02
Tanggal g Agustus 2018 perihal Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Dersalam tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa Dersalam.

EVALUASI RAN
ORGANISAS| gm?m PERATURAN DESA DERSALAM TENTANG
ATA KERJA PEMERINTAH DESA DERSALAM

i segi format
5:: _?a?a Kerja pp:mnr:;‘::: nDz:ncangan Peraturan Desa yang mengatur tentang Organisasi
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pal sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Pedoman Penyusunan Organis y aksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
dengan Peraturan Da 118asl dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
erah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah
gzznaor  Tahun 2018 Sntang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Pada Kop Judul :

RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM

}tidak dikasih nomor dulu karena masih
NQMOR 3 TAHUN 2018

Rancangan
Seharusnya
RANCANGAN PERATURAN DESA DERSALAM
NOMOR ........ TAHUN 2018

Pada Konsideran :

Menimbang - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 26
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Desa Dersalam Nomor 3
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Dersalam tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti:

Seharusnya

Menimbang - b. baawa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 26

Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, maka Peratl..:ran‘ Desa Dersalam
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
pemerintahan Desa Dersalam tidak sesuai lagi sehingga perlu

diganti;.



pada Batang Tubuh Bagjap, Kedua Staf Perangkat Desa Pasal 24 :

Bagian Kedua
Staf Perangkat Desa

Pasal 24

Dalam melak :
(1) Pasal 13, Pa;ﬂzka;a;:??ss sgbagialePerangkal Desa sebagaimana dimaksud dalam
» » Fasal 16, p |
Seksi, atau Kepala Dusun dapat dibanty S?asfal HiasAnEavalrI, Raple K a KONA
(2) Staf sebagaimana

dimaks
Staf Kewilayahan ud pada ayat (1)

meliputi Staf Urusan, Staf Seksi, dan/atau

(3) Jumlah Staf Perangkat Desa gi
ketentuan jumlah Sta

(4) Dalam hal setelah dilakukan enataan P ' kat Desa
lebih dari 4 (empat) Pe€nataan Perangkat Desa, jumlah Staf Perangkat De

orang, dapat ditem - la Seksi,
atau Kepala Dusun P empatkan di bawah Kepala Urusan, Kepa

(5) Dalam hal Staf Perangkat Desa diber
lain, sedangkan jumlah Staf 4 (
dapat diisi kembali.

hentikan karena berakhir masa jabatan atau sebab
empat) orang atau lebih, jabatan Staf dimaksud tidak

(6) Dalam hal setelah dila
kurang dari 4 (empat)
yang berlaku.

kukan penataan Perangkat Desa, jumlah Staf Perangkat Desa
orang, dapat diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(7) Pengisian Staf Perangkat Desa sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan desa dan
kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Staf Perangkat Desa
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun
tidak dibantu Staf.



i

pada LAMPIRAN : PERATURAN DESA NOMOR e

DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

dicantumkan. l

.BAGAN ORGANISAS] PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

1

.. TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI

Seharusnya Nama Perangkat Desa jangan

SEKRETARIS DESA

|

KEPALA
URUSAN TATA
USAHA DAN
UMUM

KEPALA
URUSAN
KEUANGAN

KEPALA
URUSAN
PERENCANAAN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN

KEPALA SEKSI

PELAYANAN

KEPALA
DUSUN 1

3. Lain-lain.

KEPALA
DUSUN 11

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa harap memperhatikan hasil evaluasi untuk diterapkan atau dilaksanakan -




